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Tabel 4.1. 

Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera 

Selatan 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Publik

Meningkatnya 

Fasilitasi Tata 

Kelola Desa

Persentase Desa Mandiri 

(%)

Meningkatnya 

jumlah desa 

mandiri

Persentase Peningkatan 

Status Desa Mandiri

Meningkatnya 

Kualitas Penataan 

Desa

Persentase Fasilitasi 

Penataan Desa

Program Penataan Desa

Terlaksananya Fasilitasi 

Kabupaten/Kota dan Desa 

dalam rangka Penataan 

Desa

Persentase Penataan Desa 

yang terfasilitasi

Penatausahaan Penetapan 

Susunan Kelembagaan, Pengisian 

Jabatan, dan Masa Jabatan 

Kepala Desa dan Desa Adat

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi 

Kabupaten/Kota dan Desa 

dalam rangka Penataan 

Desa

Fasilitasi Kabupaten/Kota dan 

Desa dalam rangka Penataan Desa

PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN
KET.

NPSK DAN SASARAN 

RPJMD YANG RELEVAN
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
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Meningkatnya 

Efektivitas Kerja 

Sama Desa

Persentase Fasilitasi 

Kerjasama Desa

Program Peningkatan Kerjasama 

Desa

Terlaksananya Fasilitasi 

Pembangunan Kawasan 

Perdesaan

Persentase kerja sama 

antar desa yang 

terfasilitasi

Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa 

Desa yang Memiliki Kewenangan 

Provinsi 

jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pembangunan 

Kawasan Perdesaan

Fasilitasi Pembangunan Kawasan 

Perdesaan

Meningkatnya 

Jumlah Desa Maju

Persentase Desa Maju (%)

Persentase Aparatur Desa 

dan Anggota BPD yang 

ditingkatkan 

kapasitasnya

Persentase Fasilitasi Tata 

Kelola Desa

Terlaksananya Pembinaan 

Manajemen Pemerintahan 

Desa

Persentase Dokumen 

Hasil Pembinaan 

Manajemen 

Pemerintahan Desa 

Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa

Jumlah Dokumen hasil 

Fasilitasi Penyusunan, 

Perencanaan, 

Pelaksanaan dan 

Pengawasan 

Pembangunan Desa

Fasilitasi Penyusunan, 

Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Pengawasan Pembangunan desa

Jumlah Dokumen Hasil 

Terlaksananya Fasilitasi 

Pengelolaan Keuangan 

Desa

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pengelolaan 

Aset Desa

Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Meningkatnya 

kualitas pembinaan 

dan pengawasan 

pemerintahan  desa

Program Administrasi 

Pemerintahan  Desa
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Jumlah Dokumen Hasil 

Evaluasi Perkembangan 

Desa serta Lomba Desa 

dan Kelurahan

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan 

Desa serta Lomba Desa dan 

Kelurahan

jumlah Aparatur 

Pemerintah Desa yang 

Dibina

Pembinaan Aparatur Pemerintah 

Desa

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pelaksanaan 

Profil Desa dan Kelurahan

Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa 

dan Kelurahan  

Jumlah Dokumen Hasil 

Pembinaan Percepatan 

Pembangunan Desa 

Melalui Bantuan 

Keuangan, Bantuan 

Pendampingan dan 

Bantuan Teknis

Pembinaan Percepatan 

Pembangunan Desa melalui 

Bantuan Keuangan, Bantuan 

Pendampingan dan Bantuan 

Teknis

Jumlah Dokumen Hasil 

Pembinaan dan 

Pengawasan Penetapan 

Pengaturan BUM Desa 

Kabupaten/Kota dan 

Lembaga Kerja Sama 

antar Desa

Pembinaan dan Pengawasan 

Penetapan Pengaturan BUM Desa 

Kabupaten/Kota dan Lembaga 

Kerja Sama antar Desa

Jumlah Dokumen Hasil 

Penetapan dan Penegasan 

Batas Desa

Fasilitasi Penetapan dan 

Penegasan Batas Desa

Jumlah Desa yang 

melakukan 

Pengembangan Inovasi

Fasilitasi Pengembangan Inovasi 

Desa 
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Meningkatnya 

Kapasitas Lembaga 

kemasyarakatan, 

lembaga adat dan 

masyarakat hukum 

adat dalam 

pembangunan

Persentase Fasilitasi 

Pemberdyaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa 

(LKD)

Program Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan, Lembaga Adat 

dan Masyarakat Hukum Adat

Meningkatnya Kapasitas 

Kelembagaan Lembaga 

KeMasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, 

PKK, Posyandu, LPM, dan 

Karang Taruna), Lembaga 

Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat

Persentase jumlah 

lembaga, dokumen hasil 

pemberdayaan desa

Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan yang Bergerak 

di Bidang Pemberdayaan Desa 

dan Lembaga Adat Tingkat 

Daerah Provinsi serta 

Pemberdayaan Masyarakat 

Hukum Adat yang Masyarakat 

yang Pelakunya Hukum Adat 

yang Sama Berada di Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, 

PKK, Posyandu, LPM, 

dan Karang Taruna), 

Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat 

yang Ditingkatkan 

kapasitas 

Kelembagaannya

Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 

(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, 

dan Karang Taruna), Lembaga 

Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pengembangan 

Usaha Ekonomi 

Masyarakat dan 

Pemerintah Desa dalam 

Meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa

Fasilitasi Pengembangan Usaha 

Ekonomi Masyarakat dan 

Pemerintah Desa dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli 

Desa

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pemerintah 

Desa dalam Pemanfaatan 

Teknologi Tepat Guna

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam 

Pemanfaatan Teknologi Tepat 

Guna
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Jumlah Laporan Hasil 

Fasilitasi Bulan Bhakti 

Gotong Royong 

Masyarakat

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong 

Royong Masyarakat

Jumlah Laporan Hasil 

Fasilitasi Tim Penggerak 

PKK dalam 

Penyelenggaraan Gerakan 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga

Fasilitasi Tim Penggerak PKK 

dalam Penyelenggaraan Gerakan 

Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga

Meningkatnya tata 

kelola organisasi 

perangkat daerah

Persentase Pemenuhan 

layanan kinerja perangkat 

daerah

Program Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah Provinsi

Meningkatnya kualitas tata 

kelola perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan

Persentase dokumen 

Perencanaan, Evaluasi 

dan Pelaporan yang 

tersusun

Perencanaan, Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA-

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perubahan RKA-

SKPD

Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen Perubahan Anggaran 

RKA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan DPA-

SKPD

Jumlah Dokumen DPA-

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perubahan DPA-

SKPD

Koordinasi dan Penyusunan 

Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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Meningkatnya kualitas tata 

kelola penganggaran dan 

keuangan 

Persentase Dokumen 

Penganggaran dan 

Keuangan yang Tersusun 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Jumlah Orang Yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Pelakasanaan Penatausahaan dan 

Pengujian Verifikasi Keuangan 

SKPD

Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

Jumlah Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulan/Semes

teran SKPD dan Jumlah 

Laporan Koordinasi 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulan/Semes

teran SKPD

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulan/Semesteran 

SKPD

Meningkatnya kualitas tata 

kelola kepegawaian

Persentase pegawai yang 

telah mengikuti pelatihan

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi
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Meningkatnya kualitas tata 

kelola Barang Milik Daerah

Persentase Jenis tata 

kelola Barang Milik 

Daerah

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan 

Rumah Tangga yang 

Disediakan

Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

Disediakan

Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Dokumen Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan 

yang Disediakan

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 

(Konsumsi Rapat Kantor 

dan SKJ)

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

(Perjalanan Dinas Dalam 

dan Luar Daerah Sesuai 

Kebutuhan)

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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Meningkatnya kualitas tata 

kelola Barang Milik Daerah

Persentase Jenis tata 

kelola Barang Milik 

Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

Jumlah kendaraan Dinas 

yang diadakan

Pengadaan Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Jumlah Pengadaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

Jumlah Pengadaan Aset 

Tak Berwujud

Pengadaan Aset Tak Berwujud

Meningkatnya kualitas 

penyediaan jasa penunjang 

urusan pemerintah daerah

Persentase Penyediaan 

Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

sesuai Kebutuhan

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Hasil 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Meningkatnya kualitas 

pemeliharaan barang milik 

daerah

Persentase Barang Milik 

Daerah

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusam 

Pemerintah Daerah

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajaknya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

dan Perizninan Kendaraan 

Perorangan
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Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara 

dan Dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Aset Tak 

Berwujud yang Dipelihara

Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Jumlah Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya
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Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. 

IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara 

menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera 

Selatan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini : 

  

Tabel 4.4 

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 

 

No Indikator Satuan 
Target Tahun 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket 

1 Persentase Desa Mandiri  Persen 20,18% 20,56% 20,98% 21,54% 
  
 

21,79% 22,17% IKU 
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Tabel 4.5 

Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah 

No Indikator Satuan 
Target Tahun 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket 

1 Persentase Desa Maju  Persen 36% 36% 36% 36% 36% 40% IKK 

2 Persentase Pengentasan Desa Tertinggal Persen 60% 65% 70% 75% 80% 85% IKK 

3 
Persentase Peningkatan Status Desa 
Mandiri Persen 15% 20% 25% 30% 35% 40% IKK 

4 Persentase Fas ilitasi Penataan Desa Persen 20% 25% 30% 35% 40% 45% IKK 

5 Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa Persen 10% 15% 20% 25% 30% 35% IKK 

6 
Persentase Aparatur Desa dan Anggota 

BPD yang ditingkatkan kapasitasnya Persen 18% 28% 38% 48% 58% 68% IKK 

7 Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa Persen 60% 65% 70% 75% 80% 85% IKK 

8 
Persentase Fasilitasi Pemberdayaan 
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Persen 

100% 
100% 100% 100% 100% 100% IKK 


